ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik penggunaan covernote notaris
sebagai dasar pencairan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT Bank
Tabungan Negara (BTN) Cabang Tasikmalaya. Covernote merupakan surat
keterangan yang diterbitkan oleh notaris untuk menjelaskan bahwa proses
penyelesaian dokumen atau pengikatan jaminan masih dalam tahap penyelesaian.
Namun, keberadaan covernote tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang
Jabatan Notaris sehingga menimbulkan permasalahan mengenai kekuatan hukum
dan tanggung jawab notaris dalam penerbitannya. Pasal 15 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur bahwa notaris
berwenang membuat akta autentik, sedangkan covernote bukan merupakan akta
autentik maupun produk hukum yang secara tegas menjadi kewenangan notaris.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis
dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh data empiris. Teknik
pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan berupa
wawancara dengan pihak bank dan notaris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Kedudukan dan kekuatan hukum
covernote dalam proses pencairan KPR di PT Bank Tabungan Negara Cabang
Tasikmalaya hanyalah sebagai surat keterangan atau surat di bawah tangan yang
dibuat oleh Notaris untuk menerangkan proses penyelesaian dokumen jaminan.
Covernote bukan merupakan akta autentik sehingga tidak memiliki kekuatan
pembuktian sempurna sebagaimana akta notaris. Penerbitan covernote oleh
Notaris tidak termasuk dalam kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam
Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris karena kewenangan tersebut
hanya berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Covernote lebih merupakan
bentuk pelayanan administratif yang berkembang berdasarkan kebutuhan praktik
perbankan. Secara yuridis, penggunaan covernote sebagai dasar pencairan KPR
tidak memiliki landasan hukum yang tegas dalam Undang-Undang Jabatan
Notaris. Keberadaannya hanya didasarkan pada kebiasaan dan hubungan
kepercayaan antara bank dan Notaris, sehingga belum memberikan kepastian
hukum yang optimal bagi para pthak. Hambatan penggunaan covernote meliputi
tidak adanya dasar hukum yang jelas, keterlambatan penyelesaian dokumen
jaminan, risiko hilangnya hak preferen bank akibat belum terdaftarnya Hak
Tanggungan ketika terjadi kredit macet, serta terbatasnya pengawasan terhadap
penerbitan dan penggunaan covernote. Hambatan tersebut menunjukkan bahwa
penggunaan covernote masih menimbulkan risiko hukum bagi bank, debitur,
maupun Notaris
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ABSTRACT

This research is motivated by the practice of using a notary's cover note as
the basis for disbursing Home Ownership Loan (KPR) financing at PT Bank
Tabungan Negara (BTN), Tasikmalaya Branch. A cover note is a statement letter
issued by a notary to explain that the process of finalizing documents or securing
collateral is still underway. However, the existence of the cover note is not
explicitly regulated in the Law on the Office of Notary, thereby raising issues
regarding its legal force and the notary's liability in issuing it. Article 15
paragraph (1) of Law Number 2 of 2014 concerning the Olffice of Notary
stipulates that a notary has the authority to draw up authentic deeds; conversely,
a cover note is neither an authentic deed nor a legal product that falls expressly
within a notary's authority.

The research employs a descriptive-analytical method with a normative-
juridical approach, supported by empirical data. Data collection techniques
involved a literature review and fieldwork in the form of interviews with bank
representatives and notaries.

The research results indicate that the status and legal force of a cover note
in the KPR disbursement process at PT Bank Tabungan Negara, Tasikmalaya
Branch, are merely those of a statement letter or a private document (*surat di
bawah tangan®) created by a notary to explain the status of collateral document
finalization. As a cover note is not an authentic deed, it does not possess the
conclusive evidentiary value associated with a notarial deed. The issuance of a
cover note by a notary does not fall within the scope of authority stipulated in
Article 15 paragraph (1) of the Law on the Office of Notary, as that authority
pertains solely to the creation of authentic deeds. Rather, the cover note
constitutes a form of administrative service that has evolved to meet the practical
needs of the banking sector. From a legal standpoint, the use of a cover note as a
basis for KPR disbursement lacks a firm legal foundation within the Law on the
Office of Notary. Its existence relies merely on custom and a relationship of trust
between the bank and the notary, and thus, it fails to provide optimal legal
certainty for the parties involved. Obstacles regarding the use of cover notes
include the absence of a clear legal basis, delays in finalizing collateral
documentation, the risk of a bank losing its preferential rights due to the failure to
register the *Hak Tanggungan* (security interest in land) in the event of loan
default, and limited oversight regarding the issuance and use of cover notes.
These obstacles indicate that the use of cover notes continues to pose legal risks
for banks, debtors, and notaries alike.
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